WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA PELAYANAN PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

bahwa dengan adanya penambahan fasilitas pelayanan
penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai, dimana untuk
menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan tarif
penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai pada Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Pelayanan
Penginapan/Mess Pemerintah Kota Dumai.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2008 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Dumai Tahun 2011 Nomor 9 Seri B).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PELAYANAN
PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAL.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 9 Seri B) pada tarif pelayanan
penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai diubah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto
KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto
SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
PELAYANAN PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMALI.

TARIF PELAYANAN PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO PENGGUNA PELAYANAN TARIF PER-MALAM KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 4
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL 150.000,- Diluar service kamar.
2. UMUM 150.000,-

Keterangan : service kamar akan dipungut biaya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu
rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana biaya
tersebut akan digunakan untuk penyediaan sarapan pagi bagi pengguna
pelayanan penginapan/mess.

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR



